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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut:  

1. Hasil penelitian pada tingkat kemandirian keuangan daerah pemerintah 

Provinsi Jawa Timur dapat disimpulkan bahwa dengan diberlakukannya 

kebijakan dana desa di Provinsi ini mengakibatkan peningkatan pada 

tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya, 

meskipun terdapat salah satu kabupaten yang mengalami penurunan 

kemandirian. 

2. Hasil penelitian pada tingkat efektivitas keuangan daerah pemerintah 

Provinsi Jawa Timur dapat disimpulkan bahwa sebelum dan sesudah 

diberlakukannya kebijakan dana desa di provinsi ini pemerintah daerah 

termasuk dalam kriteria sangat efektif dalam mengelola keuangannya 

walaupun secara keseluruhan rata-rata tingkat keefektivitasan keuangan 

daerah Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan sesudah adanya 

kebijakan dana desa.  

3. Hasil penelitian pada tingkat efisiensi keuangan daerah pemerintah 

Provinsi Jawa Timur dapat disimpulkan bahwa dengan diberlakukannya 

kebijakan dana desa di provinsi ini keuangan daerah secara keseluruhan 
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mengalami peningkatan dalam tingkat efisiensi. Namun, peningkatan 

rata-rata efisiensi sesudah adanya kebijakan dana desa belum merubah 

kriteria pemerintah daerah dan masih dalam kriteria tidak efisien.  

B. Saran  

1. Pemerintah daerah lebih meningkatkan pengawasan pengelolaan dana 

desa yang berlaku di Provinsi Jawa Timur khususnya Kabupaten 

sampang agar tidak terjadi kelalaian dan pungutan liar atas dana desa 

tersebut.  

2. Pemerintah daerah lebih meningkatkan tingkat efektivitas khususnya 

pada kabupaten yang mengalami penurunan sesudah diberlakukannya 

kebijakan dana desa dengan cara melakukan pelatihan kepada kepala 

desa dan perangkat desa dalam mengelola keuangan desa nya.  

3. Pemerintah daerah lebih meningkatkan tingkat efisiensi keuangan 

daerahnya agar meminimalisir biaya operasi atau biaya pemungutan 

pendapatan asli daerah sehingga pendapatan asli daerah yang diterima 

oleh kabupaten lebih besar dibandingkan biaya operasi yang harus 

dikeluarkan.  


